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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara
stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas
sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia sebagai
badan hukum publik membentuk peraturan di bidang
kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran,
serta kelembagaan;

bahwa pembentukan peraturan dilakukan dengan
mengedepankan prinsip tata kelola kelembagaan yang
baik dan profesional serta memperhatikan pedoman
pembentukan peraturan perundang-undangan;

bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016
tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum, lingkungan
strategis, dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bank Indonesia tentang Pembentukan
Peraturan di Bank Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DI BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI
adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Peraturan Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat
PDG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh
Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank
Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang selanjutnya
disingkat PADG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan
oleh Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur
pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan dan turunan
kebijakan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan
PBI dan mengikat setiap orang atau badan.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern yang
selanjutnya disebut PADG Intern adalah ketentuan
hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur
untuk mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi
kebijakan atau turunan kebijakan Bank Indonesia, yang
memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan
pelaksanaan PBI dan/atau PDG.

Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah
dokumen atau panduan berisi penjabaran rinci dan teknis
yang merupakan implementasi atau operasionalisasi
peraturan di Bank Indonesia.

Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia.
Anggota Dewan Gubernur adalah Gubernur, Deputi
Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur.

Satuan Kerja adalah entitas dalam organisasi Bank
Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi
guna melaksanakan tugas Bank Indonesia.

Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut
Pemrakarsa adalah Satuan Kerja yang karena fungsi dan
tugasnya dan/atau sesuai penugasan Dewan Gubernur
memprakarsai pembentukan peraturan dan/atau Juknis
di Bank Indonesia.



Pasal 2
Pembentukan peraturan di Bank Indonesia didasarkan pada
prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank
Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui
elemen sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank
Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini

meliputi:

a. memastikan pelaksanaan pembentukan peraturan di
Bank Indonesia sejalan dengan tugas dan wewenang Bank
Indonesia serta berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dan

b. memberikan landasan hukum dan pedoman
pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

BAB II
PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN
DI BANK INDONESIA

Pasal 4
Pembentukan peraturan di Bank Indonesia bertujuan untuk
mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan dalam
menjaga mandat hukum Bank Indonesia, dengan
memperhatikan pedoman pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5
Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan
berdasarkan prinsip dasar:
kejelasan tujuan dan rumusan;
konsistensi dan keselarasan;
adaptif;
keterbukaan; dan
dapat diterapkan.
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BAB III
KERANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN
DI BANK INDONESIA

Pasal 6
Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan untuk
mencapai sasaran tersedianya peraturan yang relevan,
harmonis, disusun sesuai kaidah dan standar, serta dapat
dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
wewenang Bank Indonesia.

Pasal 7
Objek pengaturan pembentukan peraturan sebagaimana diatur
dalam peraturan Bank Indonesia ini terdiri atas:
a. peraturan; dan
b. Juknis,
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Pasal 8
Ruang lingkup pengaturan pembentukan peraturan di Bank
Indonesia meliputi:
a. jenis, tujuan pembentukan, dan materi muatan peraturan
dan Juknis;
tahapan pembentukan peraturan;
partisipasi masyarakat;
teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan;
metode omnibus dalam pembentukan peraturan;
pemanfaatan data dan informasi serta teknologi digital
dalam pembentukan peraturan dan Juknis; dan
koordinasi dan sinergi.
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BAB IV
JENIS, TUJUAN PEMBENTUKAN, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Bagian Kesatu
Jenis Peraturan dan Juknis di Bank Indonesia

Pasal 9
(1) Jenis peraturan di Bank Indonesia terdiri atas:
a. PBI;
b. PDG;
c. PADG; dan
d. PADG Intern.
(2) Selain jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Indonesia menetapkan Juknis.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan Peraturan dan Juknis
di Bank Indonesia

Pasal 10
(1) Pembentukan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman bagi setiap orang atau badan dalam
melaksanakan kebijakan Bank Indonesia maupun
dalam melaksanakan kegiatan usaha di bawah
kewenangan Bank Indonesia; dan

b. memastikan kepatuhan setiap orang atau badan
terhadap kewajiban dalam PBI.

(2) Pembentukan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman bagi pihak internal dalam
pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dan turunan
kebijakan Bank Indonesia;

b. memastikan pembagian tugas dan wewenang yang
jelas sehingga meningkatkan tata kelola Bank
Indonesia; dan

c. memastikan kepatuhan pihak internal Bank
Indonesia terhadap kewajiban dalam PDG melalui
evaluasi, monitoring, dan pengenaan sanksi.
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Pembentukan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman dalam implementasi atau
operasionalisasi kebijakan Bank Indonesia dan
turunan kebijakan Bank Indonesia sehingga menjadi
lebih efektif; dan

b. mengatur pelaksanaan PBI bagi pihak eksternal agar
PBI dilaksanakan dengan benar.

Pembentukan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman operasional agar pelaksanaan
tugas dan wewenang Satuan Kerja di Bank Indonesia
berjalan sesuai kebijakan atau ketentuan yang sudah
ditetapkan; dan

b. mendukung pelaksanaan tata kelola kelembagaan
menjadi lebih  transparan, akuntabel, dan
terdokumentasi dengan baik.

Pembentukan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) bertujuan untuk:

a. memberikan panduan operasional yang rinci agar
pelaksanaan ketentuan dilakukan secara benar,
konsisten, dan sesuai dengan standar;

b. memudahkan implementasi khususnya untuk proses
kerja yang membutuhkan panduan teknis; dan

c. mendorong proses kerja menjadi lebih terarah, cepat,
dan tepat.

Bagian Ketiga
Materi Muatan Peraturan dan Juknis
di Bank Indonesia

Pasal 11

Materi muatan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a meliputi:

a. materi yang diperintahkan oleh undang-undang
untuk diatur dengan PBI; dan/atau

b. materi untuk menjalankan tugas dan wewenang
Bank Indonesia.

Materi muatan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf b meliputi:

a. materi yang diperintahkan oleh undang-undang
untuk diatur dengan PDG; dan/atau

b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan
tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Materi muatan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. materi yang didelegasikan oleh PBI;

b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI;
dan/atau

c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI,

guna menjalankan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Materi muatan PADG Intern sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

a. materi yang didelegasikan oleh PDG;

b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI
dan/atau PDG di internal Bank Indonesia; dan/atau
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c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI
dan/atau PDG untuk internal Bank Indonesia.

Materi muatan Juknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) meliputi penjabaran rinci dan teknis yang

merupakan implementasi atau operasionalisasi dari:

a. PDG atau PADG Intern mengenai organisasi;
dan/atau

b. PBI, PDG, PADG, dan/atau PADG Intern terkait
proses bisnis Satuan Kerja.

Materi pengaturan mengenai sanksi administratif hanya

dimuat dalam PBI dan PDG.

BAB V

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

(1)

(2)

(3)

Pasal 12
Tahapan pembentukan PBI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. perencanaan,;
b. pelaksanaan yang terdiri atas:
1. penyusunan;
2. pembahasan dan harmonisasi;
3. penetapan;
4. pengundangan,;
5. penyebarluasan; dan
6. monitoring atas progres pembentukan PBI; dan
pengendalian yang terdiri atas:
1. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana
pembentukan PBI; dan
2. monitoring dan evaluasi secara berkala atas PBI
yang telah terbit.
Tahapan pembentukan PDG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, PADG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dan PADG Intern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d
meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan yang terdiri atas:
penyusunan,;
pembahasan;
penetapan;
pengumuman dan/atau penyebarluasan; dan
monitoring atas progres pembentukan PDG,
PADG, dan PADG Intern; dan
c. pengendalian yang terdiri atas:

1. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana
pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern;
dan

2. monitoring dan evaluasi secara berkala atas
PDG, PADG, dan PADG Intern yang telah terbit.

Dalam keadaan tertentu, pembentukan peraturan dapat
dilakukan di luar perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.

aHLN=
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(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:
a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera;
atau

b. kondisi luar biasa.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pembentukan
peraturan diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Dalam penyusunan rancangan PBI, Bank Indonesia
meminta masukan dari masyarakat baik secara lisan
dan/atau tertulis.

(2) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Bank Indonesia secara daring dan/atau
luring melalui:

a. seminar;
b. diskusi; dan/atau
c. kegiatan lainnya.

(3) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sebelum rancangan PBI dimintakan
persetujuan kepada Dewan Gubernur.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk penyusunan rancangan PBI yang memuat
kebijakan Bank Indonesia yang bersifat rahasia dan/atau
yang berdampak negatif apabila diketahui oleh publik
sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank
Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat
yang bermakna diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

BAB VII
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN
FORMAT PERATURAN DI BANK INDONESIA

Pasal 14
(1) Penyusunan rancangan peraturan di Bank Indonesia
dilakukan sesuai teknik penyusunan, bentuk, dan format
peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan,
bentuk, dan format peraturan di Bank Indonesia diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia.

BAB VIII
METODE OMNIBUS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN
DI BANK INDONESIA

Pasal 15
(1) Penyusunan peraturan di Bank Indonesia dapat
menggunakan metode omnibus.
(2) Penyusunan peraturan di Bank Indonesia menggunakan
metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam kondisi luar biasa, memuat materi lintas
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Satuan Kerja yang memiliki keterkaitan, dan bersifat

segera.

Penyusunan peraturan di Bank Indonesia menggunakan

metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan:

a. memuat materi muatan baru;

b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan
dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam
berbagai peraturan yang jenis dan hierarkinya sama;
dan/atau

c. mencabut peraturan yang jenis dan hierarkinya
sama,

dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan

untuk mencapai tujuan tertentu.

Materi muatan yang diatur dalam peraturan di Bank

Indonesia yang menggunakan metode omnibus hanya

dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah

dan/atau mencabut peraturan di Bank Indonesia
tersebut.

BAB IX

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI SERTA TEKNOLOGI

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

DIGITAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Pasal 16
Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dapat
memanfaatkan data dan informasi serta teknologi digital.
Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan
pembentukan peraturan di Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dapat menggunakan tanda
tangan elektronik.
Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Peraturan di Bank Indonesia yang ditandatangani secara
elektronik berkekuatan hukum sama dengan peraturan di
Bank Indonesia yang ditandatangani secara
nonelektronik.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap
penyusunan Juknis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data dan
informasi serta teknologi digital dalam pembentukan
peraturan dan Juknis di Bank Indonesia diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia.

BAB X
KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 17

Dalam pembentukan peraturan dan Juknis, Bank Indonesia
melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal
terkait.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a. rancangan PBI dan rancangan PDG yang telah
mendapatkan persetujuan Dewan Gubernur; dan
b. rancangan PADG dan rancangan PADG Intern yang telah
mendapatkan persetujuan Anggota Dewan Gubernur
koordinator pelaksana tugas operasional Pemrakarsa,
yang masih dalam proses penyelesaian tetap mengacu pada
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang
Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
(1) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat
mengatur ekstern, yang sudah ada sebelum Peraturan
Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PBI.
(2) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat
mengatur intern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank
Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PDG.

Pasal 20
(1) Surat edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur
ekstern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank
Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG.
(2) Surat edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur
intern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia
ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG Intern.

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang
Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BANK INDONESIA

BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

10 September 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 28 /BI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

UMUM

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai
rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga
stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik
memiliki kewenangan membentuk peraturan dalam rangka pelaksanaan
tugas di bidang kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran,
dan kelembagaan.

Pembentukan peraturan di Bank Indonesia perlu mengedepankan
penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dalam
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta memperhatikan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal ini
dimaksudkan agar peraturan yang dihasilkan oleh Bank Indonesia tidak
hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, efektivitas, serta kepastian hukum.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan seiring dengan perkembangan
lingkungan strategis Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang
mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan perubahan
Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan,
diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam pengaturan mengenai
pembentukan peraturan di Bank Indonesia sehingga Peraturan Bank
Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di
Bank Indonesia perlu dicabut.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan
Peraturan Bank Indonesia tentang Pembentukan Peraturan di Bank
Indonesia.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi
penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi,
koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata
kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang dilaksanakan
untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Setiap pembentukan peraturan di Bank Indonesia memiliki
tujuan yang jelas yang hendak dicapai serta memenuhi
persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, pilihan
kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf b
Pembentukan peraturan konsisten dan selaras dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas
umum pemerintahan yang baik, dan kebutuhan pelaksanaan
tugas Bank Indonesia.

Huruf c
Materi pengaturan dalam peraturan di Bank Indonesia senantiasa
relevan dengan dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan
organisasi.

Hurufd
Pembentukan peraturan pada setiap tahapan dilakukan secara
transparan sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia.

Huruf e
Setiap pembentukan peraturan di Bank Indonesia senantiasa
mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut,
baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.



Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Setiap orang atau badan antara lain industri, asosiasi, dan
publik.
Huruf b
Kewajiban setiap orang atau badan antara lain kewajiban
terkait perizinan, pelaporan, pengawasan, dan pengenaan
sanksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
PBI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Angka 5
Bank Indonesia menyebarluaskan PBI melalui laman
Bank Indonesia, sistem informasi hukum di Bank
Indonesia, dan/atau media lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.



Angka 4
Bank Indonesia mengumumkan PADG dalam Berita
Negara Republik Indonesia dan menyebarluaskan
melalui laman Bank Indonesia, sistem informasi hukum
di Bank Indonesia, dan/atau media lain.
Bank Indonesia menyebarluaskan PDG dan PADG
Intern melalui sistem informasi hukum di Bank
Indonesia.
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kondisi luar biasa antara lain bencana alam dan krisis
sistem keuangan atau perekonomian nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Masyarakat antara lain asosiasi, badan, komisi, atau perorangan
yang dinilai kompeten memberikan masukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum
kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain
dampak yang dapat menimbulkan gejolak terhadap stabilitas
sistem keuangan dan memengaruhi ekspektasi publik yang
berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem
keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4) huruf b.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "materi muatan baru” adalah:
1. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam
peraturan yang menggunakan metode omnibus;
dan/atau
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2. penambahan materi muatan dalam peraturan yang
diubah dalam peraturan yang menggunakan metode
omnibus.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tersertifikasi" adalah tanda tangan
elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
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